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ABRSTRAK

Ombudsman  adalah lembaga npegarn vang  mempunyai Kewenangan
menpawasi penvelenpgaraan pelavanan publik haik yang disclenggarakan
oleh penvelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselengazarakun
oleh Badan Usaha Milik Negars, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan
Hukum Milik Nepara serta badan swasta atau perseorangan vang diber ugas
menvelenggarakan pelayanan publik tenentu yang scbagian atau seluruh
dananiva bersumber  dari APBN/APBD, Sebapai lembaga negara yang
mempunvai  tugas  mengawasi  pelavan publik di Indonesia. lembaga
senbudsman harus mempunyai kedudukan dan dasar hukum dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia, Bertitik tolak dari katar belaking masalal
sehagaimana vang diungkapkan, maka yang menjadi masalah dalam skripsi
ini adalah bogeimana kedudukan dan kewenangan lembaga ombudsman
dalam  sistem ketwanegaraan  Republik  Indonesia serta perbedaan
kewenangannyva dengan lembaga pengawas ckswermal lainnya. Sedangkan
\wjuan penelitian ini adalab untek mengetahui bagaimana Kedudukan dan
kewenangan lembaga ombudsman dalam sistem ketatanegarazn Republik
indonesin  serta  perbedsan Kewenangannva dengan lembaga  pengawas
eksternal lainnya, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu
pengumpulan data denpan bersumber pada bahan-bahan pustaka vang bersifal
hukum dan dismalisis secara kuabitatif vaitu dengan melakukan penelitian
vang mendalam terhadap data sckunder vaitu yang bersumber dan penghajian
terhadap undang-undang, buku-buku. makalah, artikel dan bahan pustaka
laimnva, Dar hasil penclitian vang  dilakukan dapat diketshui babwa
kedudukan lembaga ombudsman  dalam sistern ketatanegaraan  Republik
Indonesia adalah sebagai lembaga negara vang bersifat mandiri dan tidak
memiliki  hubungan  organik  dengan  lembaga  negara dan instansi
pemerintahan lainnya dan dapat dikategorikan scbagai lembaga pengawas
eksternal vang independen vang  disebut juga schagai lembaga negara
farmbahan atan eksora cwxiliory. Kewenangan  ombudsman adalah melakukan
klarifikasi, monitoring, atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengen
penyelenggaram negara, khususnya aparatur pemerintahan termasuk lembaga
peradilan terutama dalam memberikan pelayanan publik. Antara kewenangan
lembaga ombudsman dengan lembaga pengawas ckstemal lainnya tidak ada
vang tumpang tindib, karena masing-masing lembaga pengawas ckiernal yvang
ada, mempunyai objek atau vuridiksi pengawasan yang berbeda-beda.



ABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayunan kepada maswerakat dan penepakan hukum yang dilakukan
dalam rangka penyelenpgaraan nepara dan pemerintahen merupakan bagian
yani tidak terpisahkan dari upaya untek mencipiakan pemerintahan yang baik,
bersih, dan efisien. Penyelenggaraan negorn dan pemeriniaban veng baik
Merupakan upeyR:  guna meningkatkan kesejabteragn  sertn menciptakan
keadilan dan kepastian  hukum bagi seluruh warga negara schagrimana
dimaksud dalan Undang-Undang Dasar Megrea Republik Tadonesiz Tahun

l9d5'.

Pemerinshen yang baik, bersih dan efisien merupakan  implementasi
prinsip demokrasi yang |_:n;-:r:u ditumbubkembangkan dan diaplikasikan L
mencegah dan menghapuskan pensalshaunaan wewenang olch  aparatur
peayelenggara negara dan pemerintahan dalam rangkn memenuhi funtutan dan
aspirusi  masyvarakat, Reformas mengamanatkan  perubahan kehidupan
bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat vaitu kehidupan yang didasarkan
pada penyelenggaraan negarn dan pemerintzhon vang demokratis dafam
rangka meningkatkan kessjahteraan, menciptakan keadilan, dan kepastian

hukum bagi selurul warga negara sebagaimana dimaksud dalam ULUD] 043,

L Asmann gabang, arfikel ™ Kedvalekon Dan Fangrd Lombera Orbicvinas ditinjan Derd Kicteem
Pemerinirion Dow sisew Peclindungan Mol Bopl Ratwery I fadonesia ™, 25 mel 2005,



Demi terwujudnya penvelenggaraan pemerintahan yang baik dan wpuye
meningkatkan  pelavanan publik serta pepegakan bukum diperhzknn
keberadaan lembaga penpawas ckstemal yang  secara efektil maAmp
mengontrol tugas penyelenggara nepara dan pemeriniahan, D.Erdas_:mkaa-. bl
iutah masyarakal menuntul apgar pemerimah membunt perubahan vang
transparan,  bersih,  bebas  kolusi;,  korepsi dan sepotisme schingea
dikeluarkanlah Keputusan Presiden (Keppres) Nomar 44 Tehun 2000 tentang
pembentukin Koemisi Ombedsman Wastonal. Peran Komisi Ombudsman
Masional saat iw adalab melakukan  pengowasan terhadap  pemberian
pelayanan publik oleh penyelengpara negam, termassk DUMNSUMD,
lembaga pengadilan, Badan Pertanahon Masicnal, Kepolisian, K etaksaan,
Pemerintal Dacrah, Departemen don Kementerian, Instansi Nos Departemen,

Perguruan Tinggi Negeti, TNL dan schagainyva®,

Lembaga pengawasan mode! pengawasan Ombudsman ini telah dipakai
oleh lebih dari seratus nepara sebugai lembaga alternatif penyelesaian keluhan
pelayanan umum, Sistem Ombudsman dewasa ini telah dipakai Icbih dari 130
negara, sehingga sistem ini diyakini sebagei kekuasaan baru di luse Yudikatit
Legislatif, dan Eksekutil. Demikian pula dasar hukum vang digenskan untuk
mendirikan Ombudsman dibeherapa negara telah distur dalem Konstitusi,

sepotti di NMegars Belanda, Thailand, Swedia, Finlandia, dan Denmark”,

i emnbudsmin o3 upr date angeal 25 mare 2009
* Antonius sujora, dik, sembadrmon Dedanesla fmasr faln sedarary, dan masa mendata),
Eomisi Cmbudsmizn Basiomsl, Jakarin, 2002, holooen § 3




AT IV
FENUTLP

AL Kesimpulin

1. Kedudubkan Ombudsiman Republik Tndonesia (ORI dalam Sistem

Ketatuneparaan Repoblik Indonesia
Melahei Undang-Undang Nomer 37 Tehoan 2008, sckarang Indonesia
telah memiliki Lembaga Ombudsman, vang disebut Ombudsman Republik
Indonesia (ORI}, Melalui undang-indang ini, Komisi Omibudsman
Magional (KON} vang sebelumnya dibentuk melalui Reppres Mo, 44
Tahwn 2000 telah diperkeat kedudukaon dan Kewenangannya, vang dulunya
fanya sebush “kamisi’, kini berubab statusnya menjadi ‘lembaga nepara’,
Dalam  Pasal 2 UL No, 37 Tahun 2008, ditepaskan  kedudukan
Ombudsman sebagai lembaga negara vang bersifar mondin dan tidak
memiliki - hubungan - organik  dengan lembaga negara dam instansi
pemcrintahan lainnyva, serta dalam menjalankan lugas dan WCWETANE Y
hebas dari campur twnpan kekuasazn linnya., Kedudukan Lembaga
Ombudsman dalam sistem ketataneparaan, dapat dikatakan Sejajar scria
tidak dibawah pengaruh kekuasaan manapun sertn bersifat independen
schagaimany Jembapa  nepara lninnya  yong  bersifat independen,
CUmbudsman juga merupakan salsh satu lembaga penunjang vang dapat
dikatakan sangar vital dalam pemenuhan fangsi negara dalam mewujudkan
tujuan negara, vakni kescialtersan sosial ataupun kepentingan publik,
Ombudsman merupokan salah saty lembaga negern tambahan (chstra

auxiliare) atap |-!:I'I'I|:".'ug:: secandary, Lty |c[:;h;53a negara vong dibentuk dj
£0
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